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Abstract. Pancasila, aspthe foundation ofpthe Indonesianpstate, serves as thepultimate source ofpall 
sources ofplaw in the country. Although often a topic of daily discussion, Pancasila does notpseem to be 
explicitly mentioned in the Indonesian constitution. Therefore, this article aims to examine thepposition of 
Pancasila aspthe foundation of allpsources ofplaw, as well as formulatepsteps forpits application in 
buildingptheprule ofplaw in Indonesia. Thepresearch method appliedpin this article ispa literaturepstudy 
approach, usingpdata and referencespfrom various sources suchpas scientific journals,pe-books,particles, 
and relevantpmagazines. The purpose ofpthis writing ispto explorepmore deeply the conceptpof Pancasila 
aspthe basispof the entire framework of legislation in the Indonesian legal state, explain how Pancasilapis 
applied aspthe mainpsource ofplaw in the process of forming apstate ofplaw inpIndonesia, so that it can 
be understood the positionpof Pancasila aspthe foundation ofpall laws andpregulations, andphow it is 
applied as the main source ofplaw. 
 
Keywords: Law,pPosition Pancasila,pApplication Pancasilap 
 
Abstrak. Pancasilapsebagai dasarpnegara Indonesia, berperan sebagai sumberputama daripsemua sumber 
hukumpdi negara ini. Meskipun sering menjadi topik diskusi sehari-hari, Pancasila tampaknya tidak secara 
eksplisitpdisebutkan dalampkonstitusi Indonesia. Olehpkarena itu, artikelpini bertujuan untuk menelaah 
posisi Pancasilapsebagai fondasi daripsegala sumberphukum, sertapmerumuskan langkah-langkah 
penerapannyapdalam membangun negaraphukum dipIndonesia. Metode penelitianpyang diterapkan dalam 
artikelpini adalah pendekatanpstudi literatur, menggunakanpdata danpreferensi dari berbagai sumber 
seperti jurnalpilmiah,pe-book,partikel, danpmajalah yang relevan. Tujuan penulisanpini adalahpuntuk 
menggali lebih dalam konsep Pancasila sebagai dasar dari seluruh kerangka peraturan perundang-undangan 
dalampnegara hukumpIndonesia, menjelaskan bagaimanapPancasila diterapkan sebagaipsumber utama 
hukumpdalam proses pembentukan negaraphukum dipIndonesia, sehinggapdapat dipahami posisi 
Pancasilapsebagai landasan daripseluruh peraturanpperundang-undangan, serta bagaimana penerapannya 
sebagaipsumber hukumpyang utama. 
 
Kata kunci: Hukum,pKedudukan Pancasila,pPenerapan Pancasila 

 

1. LATAR BELAKANG 

Indonesiapmerupakan negarapyang kaya akan keberagaman, terdiripdari berbagai 

suku,pagama,pras, danpgolongan. Prinsip BhinnekappTunggal Ikappmencerminkan 

keberagaman budayapyang tetap bersatu dipbawah naungan NegarapKesatuanpRepublik 
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Indonesia. Wilayahnyapyang membentang daripSabang hingga Meraukeptidak hanya 

kayapakan sumberpdaya alam, tetapipjuga memilikipkekayaan budaya yangpberaneka 

ragam. Selain itu, keragaman ini semakin terlihat denganpdiakuinya enam agamapresmi 

danpberbagai sektepagama yang meyakini satu TuhanpYang MahapEsa. Sebagaipnegara 

dengan masyarakat yangpsangat majemuk, Indonesia memerlukan pengikat yang bisa 

menyatukan seluruh elemen keberagaman tersebut, yang berdaulat berdasarkan 

konstitusi, bukan pada kekuasaan individu. Prinsip-prinsip ini telah diatur denganpjelas 

dalampUndang-Undang Dasarp1945, UUD RepublikpIndonesia Serikatp1949, danpUUD 

1950. Negaraphukum Indonesiapyang berlandaskan Pancasila, menjadi dasar filosofi 

kehidupan nasional. 

Namun, dalampUndang-Undang DasarpNegara RepublikpIndonesia Tahunp1945 

(UUDpNRI 1945) yangpberlaku, istilahp"Pancasila" tidakpdisebutkan secara eksplisit, 

baik dalam pembukaan maupun bagian lain dari konstitusi. Terkait hal ini, Presiden 

kelima Republik Indonesia pernah menegaskan bahwa pertanyaan mengenai sumber 

legitimasi Pancasilapsebagaipdasar negarapdan sebagai sumberputama daripsegala hukum 

sering kali dianggap sederhana, namun tetap memicu perhatian. Pertanyaan ini muncul 

terutama ketika parappenyelenggara negarapdan pembuatpundang-undang perlupmerujuk 

Pancasila sebagai acuan, karenapPancasila diklaim sebagaipsumber dari segalapsumber 

hukum, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam dokumen konstitusi. 

Pertanyaan serupa sering muncul dari mahasiswa yang mempelajari hukumpadministrasi 

danpilmu hukum, yang merasa bahwa Pancasilapsering didiskusikan dalam kehidupan 

sehari-hari, tetapi seolah-olah tidak terwakili secara formal dalam teks konstitusi. 

Meskipun demikian, Pancasila tetap dianggap sebagai fondasi filosofis negara, 

dengan pengaruh yang mendalam terhadap pembentukan hukum dan kebijakan di 

Indonesia. Keberadaannya yang tidak tercantum secara eksplisit dalam teks konstitusi 

menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik hukum. Hal ini sering kali menyebabkan 

perdebatan akademis dan praktis tentang bagaimana Pancasila harus diimplementasikan 

sebagai sumber hukum tertinggi. Para ahli hukum dan mahasiswa sering kali 

mempertanyakan apakah penerapan Pancasilapsebagai dasar daripsegala sumberphukum 

dapatpberjalan denganpbaik tanpa landasan eksplisit dalam konstitusi, atau apakah ini 

justru memberikan ruang interpretasi yang lebih fleksibel. Selainpitu, tantangan lainpyang 
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munculpadalah bagaimana memastikan nilai-nilai Pancasila terintegrasi secara efektif 

dalam proses legislasi dan pemerintahan, tanpa menimbulkan kebingungan interpretatif 

dalam perumusan dan penerapan hukum. Diskursus ini penting dalam memastikan bahwa 

Pancasila tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga memiliki kekuatan yang nyata 

dalampkehidupan berbangsapdanpbernegara. 

Hukum nasionalpmerupakan seperangkat aturan atau undang-undang yang 

dirumuskan dan diterapkan untuk mencapaiptujuan, prinsip, serta cita-citaphukumpsuatu 

negara. Dalampkonteks Indonesia, hukumpnasional adalahpsuatu sistem hukumpyang 

terintegrasi, dibangunpuntuk mewujudkan tujuanpnegara yangpberlandaskan pada 

Pembukaanpdan isi pasal-pasalpdalam Undang-UndangpDasarp1945. Hal ini karena 

tujuan,pdasar, sertapcita hukum Indonesiapterkandung dalampPembukaan danppasal-

pasalpUUD 1945 tersebut.  Oleh karena itu, sistemphukum nasional Indonesiapmencakup 

keseluruhan aturan hukumpyang berlaku dipseluruh wilayahpIndonesia. Sistem ini 

melibatkan berbagai elemen hukum, seperti substansi hukum, struktur kelembagaan, 

budaya hukum, sarana pendukung, serta peraturan perundang-undangan beserta sub-

elemennya yang saling terkait dan saling bergantung. Semua elemen tersebut berpijak 

padapPembukaan danppasal-pasal UUDp1945 sebagai sumber utamanya.  

2. KAJIAN TEORITIS 

Pancasila memegang peranan sentral dalam sistem hukum Indonesia, tidakphanya 

sebagaipideologi bangsaptetapi jugapsebagai sumber utama dari semua hukumpyang 

berlakupdi negara ini. BerdasarkanpPeraturan MajelispPermusyawaratanpRakyat (MPR) 

NomorpIII/MPR/2000, Pancasila diakui sebagai sumberpkonstitusi nasional yang 

mendasari semua peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menetapkan bahwa 

sumberphukum di Indonesiapterdiri daripsumber hukumptertulis dan tidakptertulis, 

dengan Pancasila sebagai sumberphukum tertinggi yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang DasarpNegara Republik IndonesiapTahun 1945.pPancasila, yang terdiri 

dariplima sila—KetuhananpYang MahapEsa, Kemanusiaanpyang Adilpdan Beradab, 

PersatuanpIndonesia, Kerakyatanpyang Dipimpinpoleh HikmatpKebijaksanaanpdalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, danpKeadilan Sosialpbagi SeluruhpRakyat Indonesia—

berfungsipsebagai dasarpdan acuan utama dalamppenyusunan peraturanpperundang-

undangan. 
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3. METODE PENELITIAN 

Dalampartikel ini, metode penelitian yang diterapkan adalah analisis data sekunder. 

Proses studi literatur dilakukan dengan mendalami dan menganalisis berbagai karya 

sastra untuk mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Data tambahan diperoleh dari 

berbagai sumber sepertipe-book,partikel, danpmajalah yang relevan. Penulispmelakukan 

pencarian danpanalisis terhadappteori-teori serta konsep-konsep yang ada, kemudian 

melakukan akuisisipteori danpmetode pengumpulanpdata denganpmeneliti variabel-

variabelpdari berbagaipsumber. Semua informasipyang diperoleh kemudianpditafsirkan 

untuk mendukung penelitian.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Pada alinea keempat PembukaanpUndang-Undang DasarpNegara Republik 

IndonesiapTahunp1945 tercantum rumusanpPancasila sebagaipdasar negarapIndonesia. 

RumusanpPancasila ini, dalampkonteks hukumppositif Indonesia, secarapyuridis dan 

konstitusionalpdiakuipsah,pberlaku, sertapmengikat seluruhplembagapnegara,porganisasi 

masyarakat, danpsetiap wargapnegara, tanpapterkecuali. Karena rumusanpPancasila 

tersebut termuat dalampPembukaan UUD 1945, yang dianggap sebagaiphukum tertinggi 

danptidak dapatpdiubah berdasarkan hukumppositif, makapkedudukan Pancasilapsebagai 

dasarpnegara bersifatpfinal danpwajib diikuti oleh semua penyelenggarapnegara.  

Sebagaipdasar negarapatau groundpnorm bagi bangsapIndonesia, Pancasilaptelah 

terbukti menjadipsalah satu alatppemersatu dalampkehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

danpbernegara. Kelimapsila yangpterkandung dalampPancasila menjadi landasan kokoh 

bagi kehidupan bernegara di Indonesia, menjadikannya tangguh dalam menghadapi 

ancaman, baikpdari dalampnegeri maupunpluarpnegeri. 

Norma dalam masyarakat atau negara selalu disusun secara berjenjang, mirip 

dengan bentukppiramida. MenurutpAdolf Merkelpdan HanspKelsen, setiap norma hukum 

merupakanpbagian dari susunanpkaidah yang saling berhubungan (stufenbaupdes Recht). 

Dalam teori jenjang hukum (stufentheorie) HanspKelsen, di puncak piramida terdapat 

norma dasar yang menjadi fondasi tata hukum nasional, yang dianggap sebagai norma 
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paling fundamental. Norma dasar ini disebut sebagaipgroundnorm, yangpmerupakan 

prinsip hukumpbersifatpabstrak, umum, danphipotetis.  

MenurutpHanspNawiasky, dalampsebuah negarapyang memiliki kesatuanpsistem 

hukum, terdapatpsuatu norma tertinggipyang kedudukannyapberada di atas undang-

undangpdasar. Norma tertinggi inilahpyang menjadi landasan bagi pembentukanpundang-

undang dasar. Normapptertinggi dalamppsistem hukumppsuatu negarappdisebut 

staatsfundamentalnorm, yangpdi Indonesiapdiwujudkan dalam bentukpPancasila. Esensi 

dari staatsfundamentalnorm adalah bahwa ia menjadi prasyarat bagi keberlakuan undang-

undangpdasar, karenapnorma ini lahirplebih dahulupdan bersumber langsungpdari 

kehendakpsejarah suatupbangsa sertapmerupakan hasil keputusanpbersamapbangsa 

tersebut.  

Konsekuensiplogis daripmenjadikan Pancasilapsebagai norma dasarp bangsa 

Indonesiaptentu haruspptercermin dalamppseluruh aspekppkehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, danpbernegara. Pancasilapharus dijadikanppanduan hidup yang mengakar 

dalampdiri setiappindividu Indonesia. Setiappaspekpkehidupan, baikpitu ekonomi,psosial, 

budaya, maupunphukum, haruspselalu berdasarkan pada nilai-nilaipyang terkandung 

dalampsetiap sila Pancasila. Inti dari pembangunan di Indonesia pada dasarnya adalah 

pengejawantahan semangat tujuanpnasional yangptermuat dalamppembukaan 

UUDp1945. Sementara itu, keberlanjutan pembangunan sejatinya merupakan wujud 

nyata dari pengamalan sila-sila yang ada dalampPancasila. 

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Sebenarnya, pada alinea keempatpPembukaan UUDpNKRI sudahptercantum 

ketentuan-ketentuan yang mencerminkan setiapppsilappPancasila, yangppkemudian 

dijabarkan dalamppasal-pasal di dalam batangptubuh UUD. Denganpkata lain,ppasal-

pasal dalampbatang tubuh tersebut tentupsaja mengandung semangatpyang diusung oleh 

materipPembukaan UUDp1945 itupsendiri. 

Pancasila, sebagai rumusanpdasar filosofispatau ideologipnegara, terkandung dalam 

PembukaanpUUDp1945. Rumusan Pancasilapini juga dapatpdisebut sebagaipdasar cita-

cita hukum negara.  (Rechtsidee) negarapRepublik Indonesiapadalah konsep dasar hukum 

yang menjadi landasan bagi tatanan bernegara. Sebagai visi negara, cita-cita tersebut 
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harus disusun berdasarkan nilai-nilai dan aspirasi yangphidup dalampmasyarakat 

(volksgeemenschapside) jauhpsebelum berdirinya negarapini. Denganpdemikian, fondasi 

negara Indonesia tidak hanya lahir dari kehendak politik, tetapi juga dari akar budaya, 

norma sosial, dan kearifan lokal yang telah berkembang dalam kehidupan bermasyarakat 

sejak lama. Hal ini penting agar negara dapat benar-benar merefleksikan kehendak 

kolektif masyarakatnya, sehingga visi negara tersebut selaras dengan realitas sosial yang 

ada dan dapat terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari..  

Sebagaimanapdiketahui, citaphukum tidak hanya memiliki fungsipkonstitutif yang 

menjadi landasan utamapsuatu sistemphukum—tanpapitu, sistem hukum akan kehilangan 

esensipdanpmaknanya—tetapi jugapmemiliki fungsipregulatif yangpmenentukanpapakah 

hukumppositif tersebut adilpatauptidak. Oleh karena itu, jika Pancasila dijadikan sebagai 

citaphukum, makapnilai-nilai yangpterkandung dipdalamnya berperan sebagai landasan 

konstitutif untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem hukumpyang 

benar. Selainpitu, Pancasilapjuga memiliki fungsipregulatif untuk menilai apakahphukum 

positifpyang berlakupdi Indonesiapdapat dianggap adilpatauptidak.  

Dalam hal ini, teori hierarki norma sangat relevan, karena menyatakan bahwa suatu 

norma hukum dianggap sah apabila norma tersebut dibentuk sesuai dengan aturanpyang 

ditentukanpoleh normaplain. Hubunganphierarkis antara norma-normaphukum ini 

menunjukkan bahwapnorma yangplebih tinggipmemberikan dasarplegitimasi bagi norma 

yangplebihprendah. Interaksi antara normapyang mengaturppembentukan normaplainnya 

dapatpdigambarkan sebagaiphubungan superioritas danpsubordinasi. Normapyang 

menentukanpcara pembentukan normaplain disebut normapsuperior, sedangkanpnorma 

yangpdihasilkan dari hubunganpini disebut normapinferior. 

Dalampkonteks ini, muatanpsetiap peraturanpperundang-undangan, sertapaspek 

filosofis,psosiologis, danpppolitis memainkan peran penting danppstrategis untuk 

melengkapipkonsep yangpdiajukan olehpHanspKelsen.  

Sebagaipnegaraphukum (rechstaat) yangpmodern dan berlandaskan padapUUD 

1945, Indonesiapdengan sadarpbertekad,pberusaha, danppberupaya untukppmencapai 

tujuan-tujuannya. Untukpitu, diperlukan berbagai penyesuaian dalam kehidupan sosial 

masyarakat serta warga negaranya. Transformasi sosial ini diwujudkan melalui 
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pelaksanaan pembangunan, perencanaan, hukum yang mendasarinya, serta kebijakan-

kebijakan dan peraturan yang mendukungppelaksanaannya.  

Dalampkonteksphukum, terutama terkait pembentukan peraturanpperundang-

undangan, Pancasilapharus diposisikan sebagai sumber hukum materiil. Hal ini 

ditegaskan oleh ketentuan dalam Pasalp2 Undang-UndangpNomor 12ppTahun 2011 

tentangpPembentukan PeraturanppPerundang-undangan, yangppmenyatakan bahwa 

"Pancasilapadalah sumberpdari segalapsumber hukumpnegara." Kedudukan Pancasila 

sebagaipsumber utamapseluruh hukumpnegara inipselaras denganpPembukaan Undang-

UndangpDasar NegarapRepublik IndonesiapTahun 1945. Di sana, Pancasilapditempatkan 

sebagaipdasar negara, ideologipbangsa, sertappijakan filosofispnegara, sehinggapsemua 

peraturan perundang-undanganpharus sejalan denganpnilai-nilai yangpterkandungpdalam 

Pancasilapdan tidak boleh menyimpang darinya.  

Secara prinsip, terdapatpdua pandanganpmengenai pentingnyapppenyusunan 

peraturanpperundang-undangan. Pertama, peraturanpperundang-undangan berfungsi 

sebagaipsarana kodifikasi, yaitupuntuk merangkum norma-normapdan nilai-nilaipyang 

sudahptertanam dan diakuipdalam kehidupanpmasyarakat. Pandangan ini menekankan 

bahwa peraturan harus mencerminkan realitas sosial yang telah berkembang. Kedua, 

peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai alat untuk modifikasi, yakni 

mengubah atau memperbarui struktur sosial dan kehidupan masyarakat. Pandangan ini 

diperkenalkan oleh T. Koopmans dan lebih jauh dikembangkan oleh IC Van der Vlies. 

Menurut Van der Vlies, regulasi yang bersifat modifikasi bertujuan untuk mengubah 

pandangan hukum yang berlaku serta merombak hubungan-hubungan sosial yang sudah 

ada. Peraturan semacam ini hadir untuk mendorong perubahan sosial, termasuk dalam 

tatanan nilai dan interaksi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan peraturan tidak 

hanya sekadar merefleksikan kondisi sosial yang ada, tetapi juga bertujuan untuk 

menciptakan perubahan di masyarakat.  

`Peraturan hukumpyang dibuatpsebenarnya merupakanpcerminan daripkehendak 

masyarakatpitu sendiri. EugenpErlich menggambarkan hukumpsebagai "livingplaw" atau 

hukum yang hidup dalam masyarakat, sementara Von Savigny memperkenalkan konsep 

hukum sebagai volksgeist yang merepresentasikan semangat atau jiwa rakyat. Selainpitu, 

pentingnyapmempelajari hukumpdari perspektifpsosiologis, sebagaimana diungkapkan 
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oleh SoerjonopSoekanto, karena salahppsatu faktorpputama yangppmempengaruhi 

keberhasilan penegakan hukumpadalah masyarakatpitu sendiri. Oleh karenapitu, menjadi 

sangatppenting untukpmelakukan kajian sosial serta memahami kondisi masyarakat 

terkini dalampproses penyusunanpsetiap rancangan peraturanpperundang-undangan. 

Proses ini penting karena penyusunan regulasi yang baik dan dapat diimplementasikan 

dengan mudah di tengah masyarakat adalah salahpsatu fondasi utamapbagi kelancaran 

penyelenggaraanppemerintahan suatupnegara.  

Poin-poin tersebut sebenarnya sudah ditegaskan dalam Pasalp6 Undang-Undang 

Nomorp12 Tahunp2011 tentangpPembentukan PeraturanpPerundang-undangan, yang 

menyatakan bahwapsubstansi dalam peraturanpperundang-undanganpharus berlandaskan 

padapasas-asas seperti:ppengayoman, pkemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, 

kenusantaraan, bhinnekaptunggal ika,pkeadilan,pkesetaraan di hadapan hukumpdan 

pemerintahan,pketertiban serta kepastianphukum, dan/ataupkeseimbangan,pkeserasian, 

sertapkeselarasan.pAsas-asas tersebutppada dasarnya mencerminkanpprinsip-prinsip 

yang terkandungpdalam setiap silapPancasila. Namun, pertanyaanpyang munculpadalah 

apakah setiap pembuat peraturanpperundang-undangan telah benar-benar memperhatikan 

asas-asaspini dalam prosesppenyusunan regulasipyang mereka buat. Asas-asasphukum 

tersebut sebenarnyapberfungsi untuk menginterpretasikan aturanphukum danpmemberi 

panduan bagipperilaku, meskipun tidakpbersifat langsungpseperti norma-normapperilaku 

lainnya. Asas-asaspini berperan dalam menjelaskanpdan membenarkanpnorma-norma 

hukumpyang di dalamnya mengandung nilai-nilaipideologis dan tertibphukum 

yangpharus dipatuhi.  

Pertanyaanputama dalamppenulisan jurnal berjudulpImplementasi Nilai-Nilai 

PancasilapSebagai DasarpNegara dalampPembentukan PeraturanpPerundang-Undangan 

adalahpapakah nilai-nilaipPancasila sudahpditerapkan secara konsisten dalampproses 

penyusunanpperaturan perundang-undangan, baikpdi tingkatppusat maupunpdaerah. 

Melihat banyaknya uji materi terhadap Undang-Undangpdi MahkamahpKonstitusi serta 

pengujianpterhadap peraturanpperundang-undangan di Mahkamah Agung, hal ini 

menunjukkan bahwa masih ada beberapa perancang hukum yang belum sepenuhnya 

menjadikanppPancasila sebagaipplandasan utama dalamppmerumuskan peraturan 

perundang-undanganptersebut. 
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Norma-normapserta nilai-nilaipyang terkandungpdalam Pancasilappseharusnya 

dapatpdiintegrasikan ke dalampppasal-pasal setiapppperaturanppperundang-undangan, 

sehinggapmencerminkanpnilai-nilai yangptelah hidup dalampmasyarakat. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa para Founding Fathers kita merumuskan Pancasila denganpmenggali 

nilai-nilaipdari kehidupanpmasyarakat melaluipproses yangppanjang. Oleh karena itu, 

jikapPancasila dijadikanplandasan dalampsetiap penyusunanpperaturanpperundang-

undangan, aturan tersebut akanplebih mudahpditerima olehpmasyarakat karenapnilai-nilai 

tersebutpsejatinya sudah mengakar dan berkembang dalam kehidupan sosial mereka. 

Selanjutnya, pembangunanpsistem hukumpIndonesia haruspdiarahkan menuju cita-

citapnegara (staatsidee) yangpkhas dan orisinal, tanpapmeniru pahampindividualisme-

liberalismepyang justrupmelahirkan kolonialismepdan imperialismepyang ditentangpoleh 

bangsa kita, maupun kolektivisme ekstrem yang dianut negara-negarapsosialis-komunis. 

Denganpkata lain, pemikiranppara pendiripRepublik Indonesiapdidorong olehpsemangat 

sintesis, semangatpuntuk menggabungkanpatau menciptakanpsebuah ideologi barupyang 

berlandaskanpPancasila sebagai fondasi utama.  

Jika halpinipdilakukan, hukum akanpmemiliki landasan filosofis yang kuat, di mana 

produk hukum tersebut tidak hanya mencerminkan sistem nilai, tetapi juga berfungsi 

sebagai sarana untuk mewujudkannya dalam perilaku masyarakat. Selain itu, secara 

sosiologis, hukum akan berperan sebagai regulasi yang mencerminkan realitas sosial 

yangpada diptengah masyarakat. Ketikaphukum dapat diterapkan secara efektif, hal ini 

disebabkan karenapnorma dan nilai-nilaipyang terkandungpdalam peraturanpperundang-

undanganpdisesuaikan denganpnilai-nilai yangphidup dan berkembang dalam masyarakat 

tersebut. 

Perlupdipahami bahwapfilsafat atauppandangan hidupppsuatu bangsapppada 

hakikatnya mengandung nilai-nilaipmoral ataupetika yangpdimiliki oleh bangsaptersebut. 

Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apapyang dianggappbaik 

danpburuk dalampkehidupan bersama. Nilaipyang baikpmerupakan pandanganpdan cita-

citapyang dijunjungptinggi oleh masyarakat, sepertipkebenaran, keadilan, danpkesusilaan. 

Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip etika yang mengarahkan perilaku individu dan 

kolektif ke arah yang lebih baik. 
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Lebih jauh, hukum yang berbasis padapnilai-nilai yangphidup dalam masyarakat 

tidakphanya akanplebih mudahpditerima oleh masyarakat, tetapi juga akan lebih kuat 

dalam menghadapi perubahan sosial. Ini karena hukum yang terlahir dari nilai-nilai lokal 

cenderung lebih adaptif terhadap dinamika sosial, sehingga mampu menjaga stabilitas 

dan harmoni. Nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang ada dalam 

Pancasila harus terus menjadi acuan dalam proses legislasi agar hukum tidak hanya 

menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen untukpmembangun masyarakatpyang adilpdan 

sejahtera. 

Penerapan hukumpyang demikian akan memastikanpbahwa hukumptidak hanya 

berfungsipvsecara normatif, tetapippjuga memberikan dampak yangppnyata dalam 

menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Semangat untuk 

menginternalisasi nilai-nilaipPancasila dalampproses pembentukan peraturanpperundang-

undanganpsebenarnya sudahptercermin sejakppawal melaluipppenyusunanpNaskah 

Akademik. Dalam proses ini, naskah akademik mengharuskan penyajian landasan 

filosofispdan sosiologis daripsetiap aturan yangppakan disusun. Idealnya,pnilai-nilai 

Pancasilapharus diuraikan secara mendalam dalam pembahasan landasan filosofis dan 

sosiologis tersebut agar setiap peraturan yang lahir benar-benar mencerminkanpesensi 

Pancasilapsebagai dasarpnegara. 

Pengembangan hukum nasionalpIndonesia merupakanpkebutuhan yangptidak bisa 

diabaikan oleh pemerintah, terutama dalampupaya membentuk sistemphukum yang 

sesuaipdengan karakter dan nilai-nilai yangpmengakar di seluruhplapisan masyarakat. 

Meski hukumpnasional Indonesiapsaat inipmasih dipengaruhipoleh unsur-unsurpluar, 

upayapuntuk mempertahankanpsumber-sumber hukumpmateril dariphukum adatpdan 

nilai-nilaiplokal harus tetap diutamakan. 

Proses pengembangan hukum yang berlandaskan semangatpke-Indonesia-anpdan 

identitas nasional hanyapdapat terlaksana melalui konsensuspdari seluruhpelemen bangsa. 

Hal ini penting karena hukumptidak hanyapsebagai alatppengatur, tetapipjuga sebagai 

cerminanpbudaya danpnilai-nilai moralpyang dianutpoleh masyarakatpIndonesia. 

Konsensus tersebut akan memastikan bahwa hukum nasional berkembang dengan tetap 

mempertahankan akar budaya lokal, serta berfungsi untuk melindungi dan mewujudkan 

keadilanpbagi seluruhprakyatpIndonesia. 
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Dalampkontekspini, penting untuk memahami bahwa pengaruh globalisasi, 

meskipun membawa banyak perubahan, tidak boleh mengikis semangat kebangsaan yang 

berlandaskan Pancasila. Pengembangan hukum yang terlalu terpengaruh oleh nilai-nilai 

asing seperti individualisme dan liberalisme dapat mengancam keutuhan sosial dan 

identitas nasional. Oleh karena itu, setiap proses legislasi harus mampu menyeimbangkan 

antara mengikuti perkembangan global dan mempertahankan nilai-nilai lokal yang 

menjadi ciri khas bangsapIndonesia. Hukumpyangpbersumber daripkonsensus nasional 

dan Pancasilapakan lebih mampupmerespon kebutuhan masyarakat secara adil dan 

merata, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang disusun tidak hanya berlaku secara 

normatif, tetapi juga secara substansial mencerminkan kearifan lokal dan semangat 

kebangsaan. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pancasilapsebagai dasarpnegara Indonesiapmemiliki peran yangpsangat penting 

sebagaiplandasan ideologis danpfilosofis dalam pembentukanpperaturan perundang-

undangan. Tidak hanya berfungsi sebagaipnorma dasar (staatsfundamentalnorm) yang 

menjadi fondasi hukum tertinggi, Pancasila juga mencerminkan nilai-nilaipmoral dan 

budayapyang sudah lama hiduppdalam masyarakatpIndonesia. Dalam pelaksanaannya, 

nilai-nilaipPancasila sepertipkeadilan, kemanusiaan,ppersatuan, danpkesejahteraanpsosial 

harus diintegrasikan ke dalam setiap peraturan perundang-undangan agar hukum yang 

dihasilkan relevan dan sesuai dengan realitas sosial. Meskipun tantangan dalam 

penerapan Pancasila secara konsisten masih ada, peraturan yang dibentuk berdasarkan 

nilai-nilai ini akan lebih diterima dan berkontribusi pada keadilan serta kesejahteraan 

rakyat. Untuk itu, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu lebih serius dalam 

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan, menjadikannya pedoman utama 

agar hukum mencerminkan identitas bangsa dan diterima oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Selainpitu, perlupada upayapuntuk meningkatkanpkesadaran masyarakat 

mengenaippentingnya Pancasilapsebagai dasar hukum melalui program pendidikan dan 

sosialisasi, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi subjek hukum tetapi juga aktif 

dalam pengawasan dan penerapan hukum yang berlandaskan Pancasila. 
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